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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemenuhan penelitian terhadap regulasi
perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022. Studi ini mengevaluasi sejauh mana
pelaku penelitian, baik dari institusi akademik maupun sektor swasta, memahami dan mematuhi
ketentuan yang mengatur pengelolaan data pribadi dalam kegiatan penelitian. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, prosedur
operasional standar, dan wawancara mendalam dengan peneliti dan pemangku kepentingan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan regulasi masih bervariasi, bergantung
pada faktor seperti kapasitas institusi, akses terhadap panduan regulasi, dan kesadaran hukum.
Temuan juga mengungkapkan adanya tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan
data, termasuk dalam pengambilan persetujuan yang sah dan pengamanan data sensitif. Penelitian
ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan pelatihan tentang perlindungan data pribadi bagi
peneliti, penyediaan sumber daya pendukung, serta penguatan kerangka pengawasan dan kepatuhan
untuk memastikan penelitian di Indonesia mematuhi UU PDP secara konsisten.

Kata Kunci: Penelitian, Perlindungan Data Pribadi, Regulasi, UU PDP, Kepatuhan.

PENDAHULUAN

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital yang ditandai dengan
pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi telah
mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor, seperti keuangan, e-commerce, kesehatan,
dan media sosial. Dalam prosesnya, perusahaan dan institusi mengumpulkan, menyimpan,
serta mengelola data pribadi pengguna untuk berbagai keperluan, mulai dari analisis pasar
hingga peningkatan layanan. Namun, di sisi lain, meningkatnya penggunaan data pribadi
juga berbanding lurus dengan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Kasus pencurian
identitas, penipuan berbasis data, hingga penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab semakin marak terjadi. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan
efektif dalam mengatur perlindungan data pribadi menjadi sangat diperlukan guna
menjamin keamanan informasi individu di era digital.

Di Indonesia, urgensi akan perlindungan data pribadi telah mendorong pemerintah
untuk mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan
kepastian hukum terkait tata kelola data pribadi di Indonesia. Regulasi ini mengatur hak
dan kewajiban berbagai pihak, baik individu sebagai pemilik data maupun perusahaan dan
institusi sebagai pengelola data. UU PDP juga memberikan landasan hukum dalam
menangani pelanggaran perlindungan data serta menetapkan sanksi bagi pihak yang tidak
mematuhi regulasi ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa keberadaan UU PDP dapat
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam mengelola data pribadi secara
aman dan bertanggung jawab.

Namun, implementasi UU PDP di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah
satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat kesadaran perusahaan terhadap
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pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak perusahaan belum memiliki sistem
keamanan data yang memadai dan belum memahami sepenuhnya implikasi hukum dari
ketidakpatuhan terhadap regulasi ini. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi juga
menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan UU PDP. Perusahaan yang
belum memiliki sistem keamanan siber yang kuat lebih rentan terhadap ancaman kebocoran
data. Di sisi lain, faktor budaya organisasi dan kepatuhan terhadap regulasi juga berperan
dalam menentukan sejauh mana perusahaan bersedia mengadopsi prinsip-prinsip
perlindungan data dalam operasional mereka.

Ketidakpatuhan terhadap UU PDP tidak hanya berdampak pada potensi sanksi hukum
yang dapat merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga berisiko menurunkan
kepercayaan publik. Masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi
dan cenderung lebih berhati-hati dalam memilih layanan yang dapat menjamin keamanan
informasi mereka. Perusahaan yang gagal melindungi data pelanggan berisiko mengalami
kerusakan reputasi yang berdampak pada loyalitas pelanggan dan daya saing bisnis. Oleh
karena itu, kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi
juga menjadi faktor strategis dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha di
era digital yang semakin kompetitif.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat
kepatuhan perusahaan terhadap UU PDP di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor
yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif,
penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip
perlindungan data pribadi dalam operasional mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan,
dan masyarakat, dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data
pribadi. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan
kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat tata kelola data pribadi di
Indonesia.

LITERATURE REVIEW
1. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi semakin krusial dengan meningkatnya
digitalisasi di berbagai sektor. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
(UU PDP). UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan data
pribadi yang mencakup proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi
data. Sebelum adanya UU PDP, perlindungan data pribadi diatur secara sektoral melalui
berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dengan
adanya UU PDP, diharapkan tata kelola data pribadi dapat lebih terpadu dan memiliki
landasan hukum yang lebih kuat.

UU PDP mengatur hak-hak subjek data pribadi, termasuk hak untuk mengetahui,
mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka. Selain itu, undang-undang ini
juga menetapkan kewajiban bagi pengendali data, seperti memastikan keamanan data,
melakukan pengelolaan yang transparan, serta melaporkan kebocoran data kepada otoritas
terkait. Sanksi administratif dan pidana diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap
regulasi ini. Dalam perancangannya, UU PDP banyak merujuk pada General Data
Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, yang telah menjadi standar
global dalam perlindungan data pribadi. Dengan demikian, regulasi ini menjadi langkah
penting dalam memastikan keamanan data pribadi di Indonesia serta meningkatkan
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kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan layanan digital.
2. Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih
menjadi tantangan yang kompleks. Banyak perusahaan, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam mengelola
data pribadi. Kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi perlindungan data masih rendah,
sehingga banyak perusahaan yang belum menerapkan kebijakan perlindungan data secara
optimal. Hal ini diperparah oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan
kurangnya panduan teknis yang dapat membantu perusahaan dalam memahami dan
menerapkan regulasi secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif edukasi dan
pelatihan bagi perusahaan agar mereka lebih siap dalam menerapkan kebijakan
perlindungan data sesuai dengan standar yang diatur dalam UU PDP.

Selain itu, kesiapan teknologi juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan perusahaan. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah,
masih menggunakan sistem yang belum memiliki standar keamanan yang memadai.
Infrastruktur teknologi yang lemah membuat mereka rentan terhadap ancaman kebocoran
data dan serangan siber. Di sisi lain, biaya implementasi perlindungan data juga menjadi
tantangan, terutama dalam hal penunjukan Data Protection Officer (DPO) dan penerapan
sistem keamanan seperti enkripsi data dan firewall. Tanpa dukungan finansial dan teknis
yang memadai, banyak perusahaan merasa bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini
merupakan beban tambahan. Selain itu, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh
pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan kepatuhan. Tanpa mekanisme
pengawasan yang ketat dan sanksi yang diterapkan secara konsisten, banyak perusahaan
yang tidak merasa memiliki urgensi untuk mematuhi regulasi ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kepatuhan
perusahaan terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Data primer
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan perusahaan, regulator, dan
ahli hukum, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, peraturan pelaksana,
laporan audit, dan publikasi ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan
wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, serta observasi partisipatif pada beberapa
perusahaan yang menjadi sampel.

Analisis data dilakukan melalui pengkodean untuk mengidentifikasi tema utama,
analisis tematik guna menentukan pola kepatuhan dan faktor yang memengaruhinya, serta
triangulasi data untuk memastikan keakuratan hasil penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan, sektor
industri, dan sumber daya yang dimiliki. Faktor penghambat utama adalah kurangnya
pemahaman terhadap regulasi, tingginya biaya implementasi, dan lemahnya pengawasan,
sementara faktor pendorong meliputi ancaman sanksi hukum, tekanan dari pelanggan, serta
dukungan pemerintah. Regulator berperan penting dalam memastikan kepatuhan melalui
pengawasan, pedoman yang jelas, dan pemberian sanksi. Beberapa praktik terbaik dalam
kepatuhan mencakup penggunaan teknologi enkripsi, audit internal berkala, serta pelatihan
karyawan mengenai perlindungan data pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tingkat Kepatuhan Perusahaan

Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih bervariasi, tergantung pada skala usaha, sektor
industri, dan kesiapan sumber daya. Perusahaan-perusahaan besar, khususnya yang
bergerak di sektor finansial dan teknologi, umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang lebih
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tinggi karena mereka telah memiliki sistem manajemen data yang lebih matang serta
sumber daya yang cukup untuk menerapkan kebijakan perlindungan data. Selain itu,
perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia cenderung lebih disiplin dalam
mematuhi regulasi ini, karena mereka telah terbiasa dengan standar global seperti General
Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa. Sebaliknya, banyak
perusahaan dalam negeri, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), masih mengalami
kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi ini.

UKM sering kali menghadapi tantangan dalam mengalokasikan anggaran untuk
penerapan kebijakan perlindungan data. Banyak dari mereka belum memiliki kebijakan
internal yang jelas mengenai pengelolaan data pribadi pelanggan, sehingga risiko
kebocoran data menjadi lebih tinggi. Selain itu, keterbatasan pemahaman tentang kewajiban
hukum yang diatur dalam UU PDP membuat banyak perusahaan belum menerapkan
langkah-langkah perlindungan data yang sesuai. Meskipun terdapat peningkatan kesadaran
terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, masih banyak perusahaan yang sekadar
melihatnya sebagai kewajiban administratif daripada kebutuhan strategis untuk membangun
kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan masih memerlukan
dorongan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan asosiasi industri.

2. Tantangan yang Dihadapi

Tantangan utama dalam implementasi UU PDP adalah kurangnya kesadaran dan
pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di kalangan pelaku usaha.
Banyak perusahaan masih menganggap pengelolaan data pribadi sebagai aspek yang tidak
terlalu penting dalam operasional bisnis mereka, sehingga tidak memberikan perhatian
khusus terhadap sistem keamanan data. Selain itu, pemahaman terhadap konsekuensi
hukum akibat pelanggaran regulasi ini juga masih rendah. Beberapa perusahaan bahkan
belum memahami perbedaan antara data yang bersifat sensitif dan data yang dapat
dipublikasikan, sehingga berisiko melakukan pelanggaran tanpa disadari. Faktor lain yang
memperburuk kondisi ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian
dalam bidang perlindungan data, sehingga banyak perusahaan belum memiliki kebijakan
yang memadai dalam mengelola informasi pelanggan.

Selain kurangnya pemahaman, faktor biaya implementasi juga menjadi tantangan
yang signifikan, terutama bagi UKM. Implementasi perlindungan data memerlukan
investasi yang cukup besar dalam berbagai aspek, seperti pembentukan unit khusus
perlindungan data, pelatihan karyawan, serta penggunaan teknologi keamanan seperti
enkripsi dan sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Banyak perusahaan yang
masih menganggap pengeluaran ini sebagai beban tambahan yang tidak memberikan
keuntungan langsung bagi bisnis mereka. Selain itu, kurangnya penegakan hukum juga
menjadi masalah utama. Hingga saat ini, pengawasan dari regulator terhadap kepatuhan
perusahaan terhadap UU PDP masih belum optimal, sehingga banyak perusahaan yang
tidak merasa memiliki urgensi untuk segera mematuhi regulasi. Tanpa pengawasan dan
sanksi yang tegas, kemungkinan besar tingkat kepatuhan akan tetap rendah.

3. Strategi yang Diambil Perusahaan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, banyak
perusahaan mulai menerapkan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kapasitas dan
kebutuhan mereka. Salah satu langkah utama yang diambil adalah meningkatkan
pemahaman karyawan melalui pelatihan dan edukasi terkait pengelolaan data pribadi.
Perusahaan yang sadar akan pentingnya perlindungan data mulai rutin mengadakan
seminar, lokakarya, dan pelatihan internal untuk memastikan bahwa seluruh karyawan
memahami prosedur yang benar dalam mengelola informasi pelanggan. Selain itu, beberapa
perusahaan juga bekerja sama dengan konsultan hukum dan ahli keamanan data untuk
memastikan bahwa kebijakan perlindungan data yang mereka terapkan telah sesuai dengan
standar yang ditetapkan dalam UU PDP.
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Selain edukasi, perusahaan juga mulai mengadopsi teknologi keamanan guna
melindungi data pelanggan dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Penggunaan
teknologi seperti enkripsi, firewall, serta sistem manajemen keamanan informasi (ISMS)
menjadi semakin umum diterapkan, terutama di sektor yang memiliki risiko tinggi seperti
perbankan dan e-commerce. Beberapa perusahaan juga mulai membentuk tim Kkhusus
perlindungan data atau menunjuk Data Protection Officer (DPO) yang bertanggung jawab
dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan data dilaksanakan secara efektif. Dengan
adanya langkah-langkah strategis ini, diharapkan perusahaan dapat lebih siap dalam
menghadapi tantangan implementasi regulasi serta meningkatkan kepercayaan pelanggan
terhadap keamanan data mereka.

4. Sektor yang Paling Rentan

Beberapa sektor industri lebih rentan terhadap risiko kebocoran dan penyalahgunaan
data dibandingkan sektor lainnya. Sektor e-commerce menjadi salah satu sektor yang paling
terdampak karena besarnya jumlah transaksi online yang melibatkan data pelanggan,
termasuk informasi keuangan, alamat pengiriman, dan riwayat pembelian. Selain itu,
meningkatnya jumlah serangan siber terhadap platform e-commerce menunjukkan bahwa
perlindungan data menjadi tantangan yang semakin kompleks bagi perusahaan di sektor ini.
Perusahaan e-commerce harus memastikan bahwa sistem pembayaran dan database
pelanggan mereka dilindungi dengan teknologi keamanan yang memadai untuk
menghindari pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sektor finansial, seperti perbankan dan fintech, juga memiliki risiko tinggi dalam
pengelolaan data sensitif nasabah. Perusahaan di sektor ini harus memastikan bahwa data
keuangan pelanggan tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Selain itu, sektor teknologi dan media sosial juga menghadapi tantangan besar dalam
perlindungan data pribadi, terutama karena besarnya jumlah informasi yang dikumpulkan
dari pengguna untuk kepentingan pemasaran dan periklanan. Penggunaan data secara masif
dalam sektor ini menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana data pribadi digunakan,
siapa yang memiliki akses terhadapnya, serta bagaimana data tersebut disimpan dan
dilindungi.

5. Dampak Kepatuhan

Kepatuhan terhadap UU PDP memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan,
terutama dalam hal kepercayaan pelanggan. Perusahaan yang mampu menjamin keamanan
data pribadi cenderung lebih dipercaya oleh konsumennya, yang pada akhirnya
meningkatkan loyalitas dan daya saing bisnis. Di era digital saat ini, pelanggan semakin
sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi, sehingga mereka lebih memilih untuk
bertransaksi dengan perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam menjaga keamanan
informasi mereka. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan kebijakan perlindungan
data yang baik dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar.

Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat menimbulkan berbagai risiko hukum dan reputasi
bagi perusahaan. Pelanggaran terhadap UU PDP dapat berujung pada denda yang besar,
sanksi administratif, hingga tuntutan hukum dari pelanggan yang merasa dirugikan. Selain
itu, perusahaan yang terlibat dalam kasus kebocoran data sering kali mengalami kerugian
reputasi yang sulit diperbaiki. Konsumen yang merasa tidak aman dengan perlindungan
data suatu perusahaan dapat dengan mudah beralih ke kompetitor yang lebih terpercaya.
Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya menjadi kewajiban hukum,
tetapi juga merupakan faktor penting dalam keberlanjutan bisnis.

6. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU PDP, diperlukan langkah-langkah
strategis dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi
tentang pentingnya perlindungan data pribadi, terutama bagi UKM yang masih memiliki
pemahaman terbatas. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan
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penyebaran informasi mengenai kewajiban perusahaan dalam menjaga data pelanggan.
Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari regulator untuk memastikan bahwa
perusahaan benar-benar menerapkan kebijakan perlindungan data sesuai dengan standar
yang ditetapkan.

Dari sisi perusahaan, langkah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan audit
kepatuhan secara berkala guna memastikan bahwa sistem pengelolaan data sudah sesuai
dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kerja sama antara regulator, sektor swasta, dan
masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem perlindungan data
yang lebih baik. Dengan adanya koordinasi yang kuat dan kebijakan yang jelas, diharapkan
implementasi UU PDP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka
panjang bagi semua pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan
perusahaan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia
masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat kepatuhan bervariasi, di mana perusahaan
besar lebih siap dalam menerapkan regulasi dibandingkan usaha kecil dan menengah
(UKM) yang masih terkendala pemahaman, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal memberikan
ruang bagi perusahaan untuk mengabaikan kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan
langkah-langkah strategis seperti peningkatan pengawasan, edukasi dan sosialisasi yang
lebih luas, serta investasi dalam teknologi dan SDM. Kolaborasi antara pemerintah dan
sektor swasta juga menjadi kunci dalam memastikan perlindungan data pribadi yang lebih
efektif, guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
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